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ABSTRAK

Daniel Clinton Siregar*
Dr. Madiasa Ablisar, S.H.,M.S.**
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum.***

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat lméaatadalam bidang
medis, kini kerap disalahgunakan. Penyalahgunaarseliet merupakan
penggunaan narkotika, pengedar dan kejahatan RogkbNarkotika yang dapat
dilakukan dengan permufakatan jahat. Pelaku tiqdd&na narkotika harus diberi
hukuman karena telah melanggar hukum, sebab dalstanh yang penting
bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang sehgaugnjadi. Permasalahan yang
diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaen@rmulasi Tindak Pidana
Narkotika dalam UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Nakko bagaimana
penegakan hukum dalam kasus Henry Dunant PurbgaebDknum Polri sebagai
pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan PelagaNegeri Medan Nomor.
479/Pid.B/2011/PN.Mdn.

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisarpskii adalah metode
penelitian yudiris normatif yang terdiri dari intansasi hukum positif dan
penemuan hukum inkonkreto. Inventarisasi hukum tjposiaksudnya adalah
kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar unt@takukan penelitian hukum
dari jenis-jenis yang lain, serta penemuan hukukonkreto merupakan usaha
untuk menemukan apakah hukum yang terapkan terseButi atau tidak untuk
menyelesaikan perkara atau masalah tertentu dimamna peraturan ditemukan.

Kesimpulannya adalah Tindak Pidana Narkotika merapaindak pidana
khusus dimana ketentuan yang dipakai termasuk ateamgya hukum acaranya
menggunakan ketentuan khusus yang perbuatannypabsremiliki, menyimpan,
menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpomeksau menyalurkan,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, kematau menyerahkan,
membawa, mengirim, dan mengangkut narkotika darkupser narkotika.
Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian dalaat tuntutan dan putusan
Hakim dengan didukung oleh pertimbangan Hakim meageansur-unsur yang
terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang adamdgbersidangan terdakwa
Henry Dunant Purba yang menyatakan bahwa terdak@rmemuhi semua unsur
dari Pasal 114 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang N#&&otaitu sebagai penjual
atau perantara dalam jual beli atau menyerahkarkdika golongan | jenis
shabu-shabu.
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ABSTRACT

Daniel Clinton Siregar*
Dr. Madiasa Ablisar, S.H.,M.S.**
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum.***

Narcotics are essence or medicine which is ugefahedical field yet
those things had been abused. The abuse is thetinaraser, distributor and
narcotics precursor crime which can be done withspaacy. The doers should
be punished for violating the law because the ingmrthing in law is not what
had happened but what supposed to happen. Thesifisakeis exposed in this
paper is how the formulation of narcotics crimeUll. No. 35 Year2009 on
narcotics, how the enforcement of law in the casélenry Dunant Purba as
police officer as the perpetrators of narcoticaneriat Medan’s district court
verdict number. 479 / Pid.B / 2011 / PN.Mdn .

The research method that is used in this papguridical normative
which consist of inventory of positive law and lega concretodiscovery. The
inventory of positive law is to do scrutinize whiehe essential to conduct legal
research on other kinds, as welliasconcretolegal discovery which is also an
effort to discover whether the law which had beppliad is appropriate or not in
order to solve necessary problem in which can bedan official regulations.

The conclusion is narcotics crime is special crimewhich some
provisions used including procedural law uses eigp@rovision that actions
such as possess, store , control , supply , matomégaemport / export or distribute
, sell , buy , receive , liaise , exchange or auee , carrying , sending , and
transporting narcotics and narcotics precursorsel' bee some things that do not
coincide in a warrant and with the Judge's decigosupported by consideration
of the judge on the elements that are proven basddgal facts contained in the
trial of the accused Henry Dunant Purba which dt#tat the accused stating that
the defendant meets all the elements of Article dfldaw. No. 35 Year 2009 on
Narcotics is as sellers or intermediaries in buyangd selling or delivering
narcotics group | kind adhabu — shab(crystal methamphetamine

* Student of Faculty of Law of University of SumedeUtara
*x Supervisor |, Lecturer of Faculty of Law of Uravsity of Sumatera Utara
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Taa0f Tentang
Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisrupakan obat atau bahan
yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayakesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain tdapa menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila Hpatakan atau digunakan
tanpa adanya pengawasan yang ketat. Narkotika lapdipergunakan secara
tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat miguikan bahaya fisik dan
mental bagi yang menggunakan serta dapat menimblktergantungan pada
pengguna itu senditi.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum mesgdal satu faktor
penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgumaarkoba, sehingga
sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihkkpolisian untuk
memberantas peredaran dan penyalahgunaan baraag harsebut. Dengan
demikian memunculkan asumsi di kalangan masyargiaig tidak sedikit
menghendaki agar anggota polisi yang terlibat péayalahgunaan narkoba dapat
dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melandgiplin kepolisian atau

hanya sekedar peringatan saja.

L A. W. Widjaya, 1995Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Naoti
Bandung: Armico, him. 26.

2 http://download.portalgaruda.org/article.php?#t#¢ 10936&val=4136 (diakses
tanggal 11 Agustus 2015, pukul 22.00).



Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan yaeggadili
terdakwa yang bernama HENRY DUNANT PURBA sebagagdota Satuan
Brigade Mobil merupakan putusan yang diteliti olplnulis yang terdapat
ketidaksinambungan antara tuntutan Jaksa PenuntoinlJ dengan Putusan
Hakim, dengan judul skripsi‘PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
OKNUM POLRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn)”
untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjasmliiu dan pemberian sanksi
pidana terhadap Oknum Polri tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana formulasi Tindak Pidana Narkotika dalabh Nb. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Oknum POLRIgaelpalaku
Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilarei&pdan Nomor
479/Pid.B/2011/PN.Mdn?

C. Metode Penelitian dan Penulisan

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian  yuridis norifnatang terdiri dari 3
Inventarisasi hukum positif, Penemuan asas hukurmapefuan hukum
inkonkreto, Perbandingan hukum, Sejarah hukum, aigasi hukum dan

Sinkronisasi hukum. Berdasarkan 7 jenis penelifiang diuraikan diatas, maka

¥ Bambang SunggondJletodologi Penelitian HukumJakarta: Raja Grafindo Persada,
2003, him. 41.



yang paling tepat adalah inventarisasi hukum godiéin penemuan hukum
inkonkreto.
2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan digolongkan menjadi :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berlggurrat dengan
permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikediti dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dadadg-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang Hharkadengan
penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari Bukktbyang membahas
tentang narkotika dan psikotropika dan Dokumen-duu yang berkaitan
dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

c) Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk umapenjelasasn
terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Coatudtrak, buku
pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopeidideks artikel
kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sungeografi, dan
timbangan bukd.

1. Alat Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian nmetif maka metode

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan KeplistakaanL{brary

Research dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam pemelini adalah

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfignelitan Hukum NormatifSuatu Tinjauan
Singkat,Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, him. 30.



mencari landasan teoritis dari permasalahan pemrelitehingga penelitian yang
dilakukan bukan aktivitas yang bersifgil and error.> Studi kepustakaan yang
dilakukan dalam penelitian ini ialah pengumpularntad@enelitian melalui
penelitian kepustakaan dengan mempelajari liteda&ratur yang berhubungan
dengan rumusan masalah yang diangkat dalam paneiiti. Sedangkan studi
dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari bahaham peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah

2. Analisis Data

Penelitian hukum umumnya menggunakan analisis ttiglidengan alasan: (1)
Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat perrgatd2) Data yang terkumpul
umumnya berupa informasi; (3) Hubungan antara balidgidak dapat diukur
dengan angka. Analisis data yang digunakan dalamlifian ini menggunakan
analisis data kualitatif, yaitu data sekunder yeyegupa teori, defenisi dan
substansi yang berasal dari berbagai litelaturaterfalam penelitian ini serta

yang berasal dari peraturan perundang-undangaaitterk

®> Bambang Sunggon@p.cit, him. 112.
® Abdulkadir Muhammadioc.cit, him. 92.



BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika
Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba seirtindak pidana

khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuktatamya hukum acaranya
menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tipakna khusus, karena
tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidasabagai dasar
pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Unddn§i® 35 Tahun 2009.
Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengstal tata cara yang
dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat [@dzer pengecualian
sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan niakot
1. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golonganrditiedari Pasal 111,

Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, R#sdah Pasal 127.
2. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongamii lain:

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, PsdPasal 127
3. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongaartara lain:

Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pésdbdsal 127
Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelafheteromon). Unsur dari
luar diri pelaku tindak pidana narkotika dapat k&gi yaitu perbuatan manusia,
akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelalkadaan-keadaan tertentu, sifat

melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkanaécaum’

" Janbachruddin.blogspot.co.id/2011/11/tindak-pidaaskotika-dan.html?m=1 (diakses
tanggal 2 September 2015 pukul 14.00 Wib).

8http://zain-informasi.blogspot.com/2013/11/pasal-lii-no-35-tahun-2009-
tentang_3719.html (diakses pada tanggal 13 Ag@&s pukul 17.00).



Unsur Subjektif, unsur yang berasal dari dalam plaku tindak pidana. Unsur
dari dalam diri Pelaku tindak pidana narkotika dapketahui unsur kesengajaan
sebagai maksud, unsur kesengajaan kemungkinanr kesangajaan keinsafan
pasti, ataupun kesadaran secara penuh dalam metakuklak pidana. Dimana
pelaku sadar akan perbuatannya dan perbuatannga dipprtanggungjawabkan.
Kemampuan bertanggug jawab sebagai keadaan batig aormal, yang sehat.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teatlad (empat)
kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilaralelp @ndang-undang dan
dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni

a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupemiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika piekursor
narkotika.

b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupampraduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika g@rekursor
narkotika.

c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berummawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi penantdalam jual beli,
menukar atau menyerahkan narkotika dan prekurs&otilea.

d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupambawa,
mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotikaptaekursor narkotika.
Dalam melakukan suatu kejahatan terkadang pelaktidgi sendirian

akan tetapi melibatkan orang lain dengan cara Bd@na yang peranannya

® SiswantaOp.Cit, him. 256.



berbedd® Permufakatan jahat dapat terjadi apabila suafhkéan dilakukan oleh
beberapa orang. Sebelum melakukan perbuatan, mebskanding dan
melahirkan kesepakatan untuk melakukan sesuatdiégjalstilah permufakatan
jahat dikenal dengan sebutan kejahatan korpora&gahi&tan korporasi ini, maka
perlu dipahami pandangan Sutherland yang dikugp dlE. Sahetapy, yaituttie
value of criminal statistic as a basis for the measment of criminality...
decrease as the procedures takes us farther away fine offence itself’
B. Analisa Kasus
Berdasarkan Surat dakwaan yang dibuat oleh JaksanRg¢ Umum ada
beberapa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwg Benant Purba, Amd
yang berbeda dengan lampiran dakwaan yang terddglam surat tuntutan.
Pertimbangan Hakim terhadap tuntutan pidana Pendhtwm dalam Putusan
Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa terdakwa Henry Dunant Purba ladrgaklakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 182 @y UU R.I.
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “memiliki, nyenpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dlard surat
dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pigangra selama 4
(empat) tahun yang dikurangi selama terdakwa da&tmanan dengan

perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan memblayala sebesar Rp.

19 Gatot Supramondp.cit, him. 80.



800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair(tiga) bulan
kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkustibl&ecil shabu-
shabu seberat 0,14 gram.

Berdasarkan fakta hukum bahwa unsur subjektif dasumobjektif sudah
terpenuhi, yaitu maksud melawan hukum, dengan ndakisun tujuan tertentu.
Unsur objektif yang terkandung dalam kasus tersédopa hak dan melawan
hukum dan membeli, menerima, menjadi perantara ndajaal-beli, atau
menyerahkan Narkotika Golongan |. Sesuai dengatutam Jaksa Penuntut
Umum menyatakan terdakwa Henry Dunant Purba, Aeldhtterbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaag@aahak dan melawan
hukum membeli, menerima Narkotika Golongan | butemaman dan menuntut
terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)n talmiong tahanan
sementara.

Hakim dalam amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Henry Dunant Purba, Amdhtedsbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersafsiakukan
perbuatan pidana “tanpa hak atau melawan hukum lkeMarkotika
Golongan | bukan tanaman”.

2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu demmgdana penjara
selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesa80R00.000,-

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan kpahdana denda



tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidamangan 1 (satu)
bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani teralatikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkusstilaklilp
transparan berisikan narkotika jenis sabu-saburaeB¢36 gram dan 1
(satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 Clasii@mpas untuk
dimusnahkan dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota An. Henry
Dunant Purba, Amd. dan 1 (satu) lembar Kartu Sé&mpiHenry Dunant
Purba, Amd., dikembalikan kepada terdakwa HenrydbtiRurba, Amd.
Terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara 4 (emptun potong
tahanan sementara dan tetap dalam tahanan danapdtnda sebesar Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsiBaiftiga) bulan kurungan.
Oknum Polri yang menggunakan narkotika berarthtetelanggar aturan disiplin
dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib jagantegaknya hukum serta
menjaga kehormatan, reputasi dan martabat Kepolidieegara Republik
Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 5 auPefaturan Pemerintah No. 2
Tahun 2003 jo Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri NG.abéin 2011.
Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan &emah No 2 Tahun
2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolidiegara Republik Indonesia
sedangkan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur daRenkapolri No. 14 Tahun

2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negarpu®dk Indonesia.



BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ydaiy deiraikan diatas,
penulis berkesimpulan:

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika menurut Uigddaimdang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

a. Perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atanyediakan
narkotika dan prekursor narkotika.

b. Perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksptau
menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.

c. Perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjammbeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atauyemamkan narkotika
dan prekursor narkotika.

d. Perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut @@ntransit
narkotika dan prekursor narkotika.

2. Terdapat beberapa hal-hal yang tidak bersesuaigaraariuntutan dan
putusan. Surat tuntutan dan Surat Putusan yang bidesesuaian didukung
dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwar wimslak pidana
dari perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari Pakélalyat (1) namun
Hakim tetap memutuskan bahwa terdakwa memenuhrwmsur dari Pasal

112 ayat (1).



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam @erga&h, Henry Dunant
Purba, Amd. merupakan salah satu anggota Kepolgag terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana nakgghtu sebagai penjual
atau perantara dalam jual beli atau menyerahkakotiga golongan | jenis
shabu-shabu, Anggota Satuan Brigade Mobil yang alangperbuatannya
tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang tetkapndalam Pasal 184 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa Henry DuRarnba dengan pidana
penjara 4 (empat) tahun penjara dan pidana dermsaeRp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kuaargglama 1 (satu) bulan.

B. SARAN

1. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap Anggota lisepo agar tidak
melakukan Tindak Pidana Narkotika. hal ini karenaggota Kepolisian
adalah aparat penegak hukum yang harus memberidadah kepada
masyarakat. Mental yang rendah membuat seseorapgngaruh untuk
terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Perlunya pengkajian lebih dalam terhadap dakwaantutan, pertimbangan
Hakim dan Putusan Hakim serta unsur-unsur yangameitkng dalam suatu
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam spetkara agar tidak
terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Hakim danaJBleshuntut Umum
demi menjunjung tinggi keadilan.

3. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum Polri yangutd@rbmelakukan tindak

pidana haruslah diperberat. Baik sanksi yang diateh Undang-Undang,



maupun sanksi yang tegas dari instansi berupa Raerti@n Tidak Dengan
Hormat (PTDH) agar adanya efek jera bagi aparatgara yang seharusnya
mendukung program Pemerintah serta menjadi contefi masyarakat.
Banyaknya oknum Polri yang melakukan tindak pidar@mbuat kurangnya
kepercayaan masyarakat. Sanksi berat bagi yangkukela tindak pidana
narkotika bukan hanya diberlakukan dan ditegakkd@nkuanggota kepolisian
saja tetapi juga untuk masyarakat lain baik yangnilila jabatan atau tidak
karena hukum berlaku bagi setiap orang, karenapsetiang memiliki hak

dan kewajiban yang sama didepan hukum
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